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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 225 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mengoptimalisasikan tugas dan fungsi Kelurahan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan sebagai
implementasi Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015
tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkal
Kelurahan, diperlukan standardisasi perlengkapan kerja yang
memadai untuk mendukung Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Standardisasi Peralatan Kerjapada Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200Cj tC'nt.cmg
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahull '2014
Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah;

tentRno
'"

9. Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 kntang Pengaclaclll
BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiclen Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 ten tang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PC'l1lerintah,m
Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 t.entang Pengelolaan
Barang Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 t.entang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang
Orgall.isasi dan Tata Kelja Kelurahan;

15. Peraturan Gubernur Nomor 169 T,tll1111 201 Cj tent"ng
Penanganan Prasaran8 dan Sarana Umlll1l Tingkat l(clurahan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANC STANDARDISASI PERLENGI(AP.'\N
KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubcrnur ini )'8ng c1ill1uksucl Cit'llgclll

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukul;\ ,Jakln,I.

2. Pemerintah Daerah adalah C'rllbnnur dun Pnangkal Dan,tll
sebagai unsur pcn\'elenggara Pemerintahun D8erah.

3, Gubernur adalah Kep81a Daer8h Prm'insi Dcwrnh l(huS1JS
Ibukota Jakarta.

4. Wakil Gubernur acl81ah Wakil [(epalH Dunuh Pml'insi DellTlh
Khusus Ibukota ,Jakarta.

5. Sekretariat Daerah adalah Sckrctariut D"l:r,tll Pruvinsi Dan"h
Khusus Ibukota Jakarta.
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6. Sekretaris Daerah aelalah Sekrelaris D,lerah Provinsi Danah
Khusus Ibukota Jakarla.

7. Biro Organisasi clan Reformasi Birokrasi \'ang se!anjl.ltJlvn
disebut Biro Organisasi elan RB aela!ah Biro Urganisasi d"n
Reformasi Birokrasi Sekretariat DclerRh Pt'Ovinsi D"H"r,'lil
Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Tata Pemerintahan yang se!anjulnva eliscbul Biro Tapem
adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariai D,wrah Provin,.;j
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se!;·mjuln\'Cl elisingk,·,1'
SKPD adal'l-h Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah ~'ang selanjutnv" clisingkal UkPD
adalah Unit Kerja atau sllborelinat SKPD.

11. Kota Administrasi aela!ah Kot", Aelministr<lsi PrlJ\'insi D8er,i11
Khusus Ibukota Jakarta.

12. Walikota adalah Walikota !(ota Aelministr<lsi Provinsi Daerail
Khusus Ibukota Jakarta.

13. Kabupaten Aelministrasi aelalah Kabl.lpaten Aclministrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukott, Jakart8.

14. Bupati aelalah Bupati Kab1.1paten Aelminislrnsi I~epulau<lt1

Seribu Provinsi Daerah Khusus Ib1.1kola ,Jakml<l.

15. Kantor Perencanaan Pembang1.1nan Kola!Kabllpaten yang
selanj1.1tnya disebut I~anppeko!Kabaelalah Kantor PerenCan"H'l1l
Pembang1.1nan Kota!Kab1.1paten di Provinsi Daerah Khusus
Ib1.1kota Jakarta.

16. Inspektorat Pembantu Kota! !(8bupaten ."<lt1g selanjulnY"
disebut Irbanko!Kab aelalah InspekturCll' Pt'mb"ntu J(ol"/
Kabupaten di Provinsi Daerah KhuSllS Ibuko!" ,Jak"rla.

17. Kecamatan adalah Kecamatan eli Provinsi Daerah !~hUSllS

Ibukota Jakarta.

18. Camat adalah Camat eli Provinsi Dacndl Khusus Ibukula
Jakarta.

19. Kelurahan aclalah Kellirahan eli Provinsi Daernh Khusus
Ib1.1kota Jakarta

20. L1.1mh aelalah Lurah eli Provinsi D~I('J';1I1 I,!lusus IIHlkol;,
Jakarta.

21. Penanganan Prasarana dan Sarana UIllU III Tingk,lt Kclu r,d1" n
yang selanjutnya elisebul PPSU aela!ah pt'kerjaCln vang pn!l1
segera dilakukan elan tielak clapat clitllncla kmena c1r'l)"t
mengakibatkan kerugian, bDh8.~·Ll dnn 1l1cnggclllggu
kepentingan publik!mas\,ar8kat eli \\'i1,w,lh I<e!urahclll c1<111
clalam rangka mempercepal berfllngsil1."'1 !OkilSi! prasClI'iin" <1;111

sarana!aset publik maupun aset daernh yang rusak, kotlll'
dan!atau mengganggu ses1.1ai dengan perllntukannva.
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22. Pekerja Penanganan Prasarana clan SarCina Um1.llll Tingkat
Kelurahan yang selanjutnya elisebut PPPSU aelalah pekerja
yang melakukan penanganan prasarana elelIl :;arana 1.Im1.lm
tingkat Kelurahan yang eliangkat berelasarlwn perjanjian
kontrak kerja un1.uk jangka waklu terlentu.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pa:;al 2

(1) Peraturan Gubernur ini elimaksuelkan sebagai pecloman un1.uk
standardisasi, evaluasi clan pengenclalian pnlcngkapan kelja
PPSU.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mC\\"lljuclkan kepasliclIl
dalam standardisasi, penggunaan, evaluHsi (1;,n pengen(l<-di:.1n
perlengkapan kelja PPSU.

BAB III

SPESIFIKASI PERLENGKAPAN KER,JA

Bagian l<esatu

Umum

Pasnl :l

Perlengkapan kerja PPSU tereliri elari :

a. pakaian kerja lapangan;

b. peralatan kerja lapangan; dan

c. kendaraan/alat angkul serbaguna.

Bagian Keel ua

Pakaian Kerja Lapangan

Pa:;al 4

(1) Pakaian kerja lapangan sebagaimanC\ dim::lksud elalam Pasal 3
huruf a terdiri atas :

a. baju kerja lapangan elengan spcsifika:;; scbagai berikut :

1. berbahan kaos katun;

2. logo Jaya Raya eli elaela sebelah kiri;

3. nama Kelurahan eli bawah lugo;

4. bagian belakang grafik Monas wama kuning; clan

5. celana berbahan c1rill katun.

b. wearpack dengan spesifikasi :

1. berbahan elrill ka tun;

2. logo Jaya Raya eli bagian dada :;cbelah kiri; clan

3. nama Kelurahan eli bawah logo.
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c. rompi kerja dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. bahan drill warna oranye, uk1.1ran all size;

2. logo Jaya Raya eli elaela sebelah kiri;

3. nama Kel1.1rahan eli bawah logo;

4. strip scotchlite warna putih dibagian elepan; clan

5. sak1.1 rompi (kanan / kiri).

d. topi kerja dengan spesifikasi sebagai bcrikut :

1. bahan drill warna oranye;

2. logo Jaya Raya di bagian elepan;

3. nama Kel1.1rahan di sebelah kanan dan kiri; elan

4. t1.1hsan bordir.

(2) 8ent1.1k pakaian kerja lapangan sebagaimana clirnaksuel pclcl,~

ayat (1), sebagaimana tcrcantum elalam Lampiran I Pcraturan
Gubernur ini.

(3) Dalam pelaksanaan tugas clan fungsi, PPPSU mcnggunahl11
peralatan kerja teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini.

Barrjan Ketioc)b b

Peralatan Kerp Lapangan

Pel sal 5

(1) Peralatan kerja lapangan sebagaimana climaksucl c1alam p,,,,,, 1 .j

h1.1ruf b terdiri dari atas :

a. jas hujan dengan spesifikasi

1. bahan plastik Cilmpur karet lentur cLll1 tidak kaku;

2. logo Jaya Raya eli sablon pacla bagiClI1 c1ada sebelah kiri.

3. scothlitc silver eli bagian siku tang'll1 k'ln'll1 c1,m kin:

4. nama Kelurahan eli bawah logo;

5. sablon karet elengan teks "PPSU (dist.'butkan mllna
Kelurahan) ", pada bagian punggung;

6. kancing dan resleting eli dalam; dan

7. celana terdapat saku eli bagian kmwn cbn kiri.

b. sepatu boot elengan spesifikClSi

I. bahan Polyvinyl chloride (PVC) \'.-"m;1 ()\·'·111\·(·:: eLm

2. tinggi 40 (empal puluh) cm.

c. helm dengan spesifikasi

1. bahan plastik Acrylonitrile Butacliene Styrene (ABS)
warna oranye; dan

2. teks "PPSU KELURAHAN(disebutkan
Kelurahan ", eli bagian depan warna hitam).

nama
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d, safety shoes dengan spcsifikasi

1. bahan kulit warna hitam;

2. bagian dalam depan lerclHpat pl:',t bl'si sl'l'"g,1i pt'iinc111ng; c1: 111

3, memakai lali,

(2) Bentuk peralalan kerJ<' lapangan st:'baWlim:ln" c1inwksucl pacla
ayat (1), sebagaiman:1 lercantum dalam L:tmpir",n I PI',·at",·:·",
Gubernur ini,

Bagian Ke<:;mpat

Kendaraanj Alat Angkut Scrbaguna

Pasal 6

Kendaraanjalat angkut serbaguna sebagaimanC\ c1imaksud cia lam
Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

a, kendaraan roda empal jenis mobil c1engan spesifikasi seb"gai
berikut :

1, kendaraan jenis bak terbuka;

2. kapasitas, silinder maksimal 2000 (dua ribu) cc;

3, terdapat lambang Jaya Raya pacla bagian sisi kanan dan kiri;

4. tulisan Pemerintah Provinsi Daerah l\husus Ibukota Jak'lI·ta
denaan huruf kapital c1ibawah lamban o .)a\'" R:'I\,:rb 1;:>. ~,

5, terdapat nama Kelurahan dengan huruf k"piwl eli bawah tulis:1l1
Pemerintah Provinsi Daerah l\husus lbukota ..J"k:1rta; clan

6. terdapat katrol motor Direct Current (DC) \'ang berkt'kual:1I1
2 ton lengkap dengnn sling baja,

b. perahu motor dengan spesifikasi scbag:li berikut

1. jenis perahu motor fiber bermesin temp,"l;

2, terdapat lam bang Janl l"<aya pada bagian sisi Iwn:m dan kiri:

3, tulisan Pemerintah Provinsi Daerah l,hllSUS lbukol:t ,Jak"rra
dengan huruf kapital di b3\\'ah lambang .Jm·" r~:'I\'''; clan

4, terdapat nama Kelurahan dengan huruf k,'pit<1l eli b:l\"Cih
tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusw; lbukotn Jakarta.

BABIV

MON1TORIN(~DAN EVALUA:-;l

Pasal 7

(1) Monitoring penggunaan stanelarclisasi pel'iC'ngknp,1I1 kerju p:'cla
PPSU dilaksanakan oleh Biro Tapl'm bC"kolll'di'lrlsi dengnll Biro
Organisasi elan RB,

(2) Dalarn pelaksanaan monitoring sebagaimana elimaksud pncla a"at (1),
dapat mengikutsertakan SI\PD j UI, PD lLTka it.
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Pasal8

(1) Evaluasi penggunaan dan kebijakan/pengaturan mengenai
standardisasi perlengkapan kerja pada PPSU dan dilaksanakan
oleh Biro Tapem berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

(2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasa! 9

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

PeraturanGubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETAR1S DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72167

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~
SRIRAHAYU

NIP 19571228198503200



Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah KhuSllS lbukota ,Jakarta

Nomor

Tanggal

225 TAHUN

16 Oktober

2015

2015

A. Bentuk Pakaian Kerja

1. Pakaian Kerja
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4. Topi kerja

B.lhun Drill

Logo Borcl ir

TlIli:.~111 Gorcli

Spesifikasi :

Gahan Drill
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B. Peralatan Kerja Lapangan

1. Jas Hujan
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2, Sepatu Boot

~---- ....
~

spc~lrlkasi

- Bahan PVC

- \\.'arna Or'll1.\,(~)

4, Safety Shoes

~JI)"'J
~.j . .11 ~.~ -- /" .. - .
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,,~ , " ~r~'" , .., ,"
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Spesifikasi :

- Bahan Kulit

. Warna Hitam

~, Helm

.....0('

" .... .,'
~ -~

Spcsillk;\si )

. Bahan Plastik ABS I
I

- \Varll~l Orl..ll1ye ~)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
lBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T, PURNAMA



Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 225 TAHUN 2015
Tanggal 16 Oktober 2015

PERALATAN KERJA TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN

No. Nama Peralatan Kegunaan Keterangan

I. Arit Alat potong rumput manual
2. Alat pengamanan bekeria di ketinggian Untuk bekerja di ketinggian
3. Cangkul Alat untuk menggali tanah
4. Cetok Peralatan pertukangan

5. Garuk/Garpu Alat mengangkut sampah
6. Gergaii Dahan Alat memotong kavu manual
7. Gergaji Mesin Alat memotong kavu
8. Gerobak Celeng Alat angkut

9. Godam Alat untuk memukul benda
10. Golok Alat memotong

II. Gunting Rumput Alat memotong rumput/dahan
12. Kabel Eternal Peralatan kelistrikan
13. Kabel Roll Listrik Peralatan Kelistrikan
14. Kantong Plastik Untuk membawa sampah

15. Kapak Alat potong kavu / pohon

16. Karung Untuk memuat sampah

17. Masker Alat menutup mulut dan hidung

18. Linggis Alat mengungkit manual

19. Palu Alat untuk memukul benda

20. Pengki Alat untuk mengumpulkan sampah

2L Rantai Gergaii Mesin Suku cadang gergaii mesin

22. Saou Lidi Alat untuk menyapu sampah

23. Sarung Tangan Peralatan untuk keselamatan kerja

24. Sekoo Alat untuk menggali sampah
25. Senter Alat bantu penerangan
26. Tang Alat untuk memegang benda keria
27. Mesin Gendong Mesin oemotong rumout
28. Kacamata Pelindung Alat oelindung mata

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


